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SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR & TAHUN 2019
TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGAWI,

bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri
Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ngawi perlu didasarkan pada Standar Kompetensi
Jabatan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Kompentensi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ngawi.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 63);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman
Analisis Jabatan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang
Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten
Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017
Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI
JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ngawi ini yang dimaksud dengan :

bl

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.

Bupati adalah Bupati Ngawi

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
Kompetensi Jabatan adalah kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang relevan degan tugas pokok, fungsi, dan perilaku
kerja serta berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan suatu jabatan.
Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi jabatan minimal
yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.

Standar Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, ketrampilan, dan sikap
sesuai tugas dan atau fungsi jabatan.

Standar Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang
berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai
peraturan perundang-undangan.

Standar Kompetensi Sosial Kultural adalah suatu kemampuan, kecakapan
sesorang untuk berhubungan dengan orang lain dan untuk terlibat dalam situasi
sosial yang memuaskan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud penetapan Standart Kompetensi Jabatan adalah :

a.

b.

sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;

sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan usulan/penetapan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhetian PNS dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas; dan

sebagai dasar penyusunan program pengembangan dan/atau pembinaan karier
PNS.

Pasal 3

Tujuan penetapan Standart Kompetensi Jabatan adalah :

a.

mewujudkan objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;

mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu di bandingkan dengan
Standart Kompetensi Jabatan yang dipersyaratkan dalam rangka pembinaan; dan
mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier PNS.
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BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi standar kompetensi manajerial, standar
kompetensi teknis dan standar kompetensi sosil kultural bagi PNS yang menduduki
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

BAB IV
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
Pasal 5

(1) Standart Kompetensi Jabatan digunakan sebagai dasar untuk menilai
kesesuaian profil kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas;

(2) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
Standar Kompetensi Jabatan masing-masing Perangkat Daerah yaitu :
Sekretariat Daerah;
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan ;
Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Badan Keuangan;
Inspektorat ;
Dinas Pendidikan ;
Dinas Kesehatan ;
Dinas Sosial ;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Ketenaga Kerjaan ;
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ;
. Dinas Pertanian ;
Dinas Lingkungan Hidup ;
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
Komunikasi dan Informasi ;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ;
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Dinas Perhubungan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ;
Dinas Pangan dan Perikanan ;
Satuan Polisi Pamong Praja
RSUD Dr. SOEROTO ;
aa. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ;
bb. Kecamatan dan Kelurahan,

TOPHITRTIER MO0 O

NExgEEro N0

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi )
pada tanggal 27 [74,!75‘ uan zeo L9

BUPATI NGAWI,
ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi .
pada tanggal 27 ?‘LbU"U an 9@}9

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,
ttd
MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019 NOMOR (b



